BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 30
TAHUN 2015 TENTANG PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

. bahwa terlambatnya pembayaran klaim tagihan pelayanan

oleh BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Iskak Tulungagung menyebabkan rumah sakit
mengalami kesulitan likuiditas yang dapat mengganggu
kegiatan operasional pelayanan, sehingga untuk mengatasi
permasalahan tersebut rumah sakit perlu melakukan
pengajuan dana talangan kepada bank dengan piutang BPJS
Kesehatan sebagai jaminan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun
2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PINJAMAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
ISKAK TULUNGAGUNG.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun
2015 tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung diubah sebagai
berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 Berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4/?
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktifitas.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara
penuh.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Iskak Tulungagung.

Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman
adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Anjak Piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk
pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek Rumah
Sakit yang berasal dari pendapatan jasa layanan dari
BPJS Kesehatan.

Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara
RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi
pinjaman.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya
disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan  kesejahteraan umum  dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya.
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12. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan,
standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran
BLUD.

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1) Rumah Sakit dapat mengajukan dana talangan dengan
melakukan pengalihan piutang atau tagihan jangka
pendek rumah sakit yang berasal dari pendapatan jasa
layanan dari BPJS Kesehatan yang diperlakukan sebagai
anjak piutang.

(2) Anjak piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati
terlebih dahulu.

(3) Teknis dan mekanisme dana talangan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Direktur.

Pasal I
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI TULYNGAGUNG, /-\

/ RYOTO BIROWO

Diundangkan di Tujungagung
Pada tanggal 25 Nodember 2019
Pj. RIS DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 52



